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ABSTRAK : bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 10
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota;

bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 1950; UU Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah
Istimewa Djogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana
telah diubah dengan UU Nomor 13 tahun 1954 tentang Perubahan UU Nomor 16 dan 17 Tahun
1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 551); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)
sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5189); UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); PKPU Nomor 05
Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 05 Tahun 2008
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan U mum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008
dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Perubahan PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan
Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor
13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara
Pemilihan Umum; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; PKPU Nomor 4 Tahun 2017.
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CATATAN :

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 12/PP.02.3-Kpt/3320/KPU-Kab/1X/2017 diatur tentang :

Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas
Tahun 2018 sebagai berikut : 1. Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran |
Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 2. Jenis
Formulir Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 September 2017
- Lampiran Keputusan ini 46 Lembar.
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